BAB1

PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yung sangat serius dan selalu

kebutuhan dasar seperti pada umumnya. Kedua, kemiskinan relatif merupakan
kondisi kemiskinan yang terpengaruh dari tinggi rendahnya tingkat kemiskinan
yang ditentukan oleh lingkungan. Jika semakin besar ketimpangan antara tingkat
penghidupan golongan stas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula
jumlah penduduk vang dikategorikan miskin. Masyarakat dapat dikatakan



miskin saal hosil rota-rats pengeluaran per kapita dalam sebulan kurang
(dibawah) dari batas garis kemiskinan yang teloh ditentukan (BPS, 2021).
Menurut Noor, Haryatiningsih dan Sundaya (2017) menyatakan bahwa
persentase penduduk di Indonesia disetiop wilayah berbeda. penyebabnya
pertumbuhan ekonomi yang rendah, lapangan kerja yang terbatas, keterbatasan
modal dan pendidikan yang rendah,Pertumbuihan ckonomi yang tinggi dan

seningkatan Kesejah

ekonomi  dan

lan jangka panjang. Bukan hanya untuk wilayah y
skonomian dan dapat memenuhi kesejahterasn urmom

satu provir Pt

p tinggi. Menurut
Badan Pusat Statistik jumfah pendiilfuk miskin provinsi Maluku dengan hasil
rata-rata adalah sebesar 181796 dimans ngka ini jauh lebih tingai dari rata-rata
angka kemiskinan nasional yaitu 10,10%. Provinsi Maluku terdiri dari 12
Kabupaten/Kota didalamnya yaitu Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara,
Maluku Tengah, Bruru, Kepulauan Ari, Seram Bagian Barat, Seram Bagian
Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Ambon, Tual, dan Maluku. Sensus

penduduk provinsi Maluku pada tahun 2020 tercatal jumlah penduduknya
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sebanyak |.831 880 jiwa. Penyebaran penduduk terbanyak didominasi oleh Kota
Ambon dengan jumiah penduduk sebesar 495 474 jiwa, sedangkan daerah yang
jumlah penduduknya jauh lebih sedikikit yaitu 64.178 jiwa bertempat di
Kabupaten Buru selatan (BPS, 2020). Penyebaran penduduk yang tidak merata
ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian terjadi secarn tidak merata di
wilayah Provinsi Maluku. Oleh karena itu banyak masyarakat dari daerah-daerah

Lota di provinsi Maluku dari tahun 2016-2020.
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Gambar 1.1: Persentase Penduduk Miskin di Provinsl Malukuo (%)

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2021




Data persentase jumlah penduduk miskin 12 KabupatenKota di provinsi
Maluku menunjukkan dari tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif dimana jumiah
penduduk miskin terbanyak yaitu Maluku Barat Daya dengan rata-rata penduduk
miskin sebesar 29.99% dan jumlah penduduk miskin terendah adalah Ambon
dengan rata-rata penduduk miskin sebesar 4,58%.

Proses terintegrasinya era kolonialisme dan pasca kolonialisme Indonesia
Bagian Timur. khususnya Kepulauan Maluku ke dalam jaringan portugis dan
Spanyol di kepulai :but pad ke-16. Disebabkan oleh kekayaan

Jiim kolonial ke

Potensi ini membert harapan
- secars maksimal schingga  dapat
doerah ke daerah lainnyn. Binya hig

i Wl §AE

Pemerintah daerah provinsi Maluku juga ikut serta dalam mengatasi
permasalahan kemiskinan di Maluku sendiri. Melalui salah satu kebijakan yang
diambil yaitu Keputusan Gubernur Maluku No. 142 tahun 2002 telah membentuk
Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Provinsi Maluku. Pembentukan
KPK ini bertujuan sebagai wadah koomndinasi kebijakan dan program-program
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penanggualangan kemiskinan (PERDA Provinsi Maluku, 2002). Program
lainnya sdalah Kebijakan Fiskal Regional Provinsi Maluku tentong rencana
kerja pemerintsh daerah, dimana upaya pemantapan kualitas pembangunan dari
misi sebelumnya pada tahun 2004-2019 menjelaskan perihal akses pendidikan,

pengelolaan SDA dan SDM. investasi, kesehatan, serta transportasi vang
bertujuan untok meningkatkan perekonomian di Maluku (Kemenkeu, 20240),

masyarakat pesisir {perikanan) yang berada di Pulau Seram hagian barat dengan
bantuan melalui pemberian peralatan dasar alat tangkap tradisional (rumpon) di
desa Sanahu (Saputra, 2018), Di daerah tersebut dominan dirasakan oleh para
nelayan yaitu keterbatasan akses dan kurangnya modal melaut menjadi masalah



kemiskinan yang sulit diatasi, karena kurangnya pendapatan sementara modal
yang telah dikeluarkan tidak kembali seutuhnya.

Peranan pemerintah untuk membual kebijakan bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. dan hal penting lainnya vaitu dapat
menciptakan kesejahteraan hidup bagi masyarakat sehingaa dapat menurunkan
tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator

Boy Sitompul mempe _ :
berpengarub negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Medan. Hal

yang sama juga terjadi pada penelitian Endar wati dan Arief Sadjiarto balwa
PDRB berpengarufh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa
Tengah. Schingga dapat dikatakan pertumbuhan perckonomian  dapat
berpengaruh menurunkan atoy menaikan tingkat kemiskinan. Berikut ini adalah
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penjabaran data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di
provinsi Maluku tahun 2016-202(0.

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)

182 391
L o — il

ADHK di provinsi Maluku bernilai sebesar 4,75%. Badan Pusat Statistik

menuliskan bahwa sebagian besar penduduk provinsi Maluku berprofesi sebagai

petani dan nelayan, hal ini ditunjukkan berdasarkan sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan yang menjadi penyumbang utama pada PDRB provinsi Maluku.

Hal ini menunjukkan bahwa besamya pengaruh kesejahteraan nelayan dan

petani terhadap PDRE dan indikator kesejahteraan hidup di Provinsi Maluku.
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Perckonomian di provinsi Maluku sendiri masih mengandalkan Anggaran
Pendopatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerh (APBD) sebagai pendorong utama ekonomi daerah {Kemenkeu, 2020

Secara per kapita pertumbuhan di provinsi Maluku lebih kecil dari realisasi PDB

per kapita Nasional dan PDRB per kapita Regional, dimana pada tahun 2020
PDRB per kapita provinsi Maluku sebesar Rp25.02 juta/tahum, lebih kecil

Handayani dan Woyanti, 2018),

Saat kunjungan kerja reses komisi X DPR RI ke provinsi Maluku tahun
sidang 2018-2019, tertulis Program Indonesia Pintar (PIP) yang dibuat oleh
pemerintah belum sepenuhnva dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan
dana tersebut. Hal im dilihat berdasarkan laporsnnya dalam identifikasi
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masalah/data, bahwa dana PIP tidak berdampak signifikan terhadap upaya
pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di provinsi Maluku. Tantangan
dibidang sosial kependudukan di provinsi Maluku adalah pembenahan dalam
kualitas sumber daya manusia lokal. Dimana peningkatakan kebutuhan tenaga
kerja dengan bidang kerja yang semakin berkembang tidak ditkuti dengan
peningkatan skill tenaga kerja yang ada saat ini. Sebagian besar diantaranya




INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2016 017 018 2019 L]

11 thun 2016 hingga tahun

2020 tingkat kemiskinan di provinsi Maluku setiap tahun mengalami penuruan,

walau menurun provins: Maluku masth belum mampu untuk mengurangi tingkat

kemiskinan. Upaya-upaya vang dilakukan selama lima tahun oleh pemerintah

pusat maupun daerah, serta kerjasama YASTRA dengan Direct Aid Program

(DAP) dapat dikatakan belum berhasil mengatasi masalsh kemiskinan. Dari

permasalahan yang ada, diperlukan penelitian lebih lanjut di provinsi Maluku
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mengenai fakior-fakior yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan diseluruh
Kabupaten/Kota dan bermanfaat sebagai acuan bagi pemerintah daerah maupun
pemerintab pusal, agar lebih memperhatikan kondisi pemerataan perckonomian
dan kualitas sumber dava manusia. sehingga dapat mengatasi masalah
kemiskinan di provinsi Maluku. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik
untuk mengambil judul penclition “Analisls Pengaruh Pertumbuhan
Ekonom| dan Indcks Pembanguman Manusta Terhadap Tingkat

Kemiskinan diProvis

. i, tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku
alah yang akan diteliti, dimana diperlukan sdanya

it MMWMMm
irkan mhelnhng:mmnm 1
mana pengaruh Pertumbuhan Ekonom

1.3, Tujuan Penelitlan
Tujuan dari penelitian ini adalah:
I. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan
di Provinsi Maluku.



2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap
kemiskinan di Provinst Maluku,

1.4, Manfaat Penclitian
|. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan

1.5, Sistematika Bab
Sistematika bab dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang disusun
sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan tentang Iatar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfant penelitian dan sistematika
bah.

T Pl i i oo iosblenen: 1065

Bab 111. Metodologi Penelitian, merupakan penelitian yang menjelaskan
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